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BVPATI LBBOKO 
PROVIKSI BBKOKULU 

• I 

PERA'fU.l<Ah oUrA'U ......... uaG 

KOIIOR)B TAHON 2016 

TENTANC 

PBDOIIIAN' PDOOABUKOA1' SEKOUII DASAR KEGERI 
DI LIKOKtJlfOAN DIKAS PEKDIDIKAK NASIONAL PElfUDA DAN 

OLAHRAGA KAliUl'ATEN Lr.BONG 

Menimbang 

Mengingat 

DBKGAII P'4BN4'T TUHAllf YANG MAHA BSA 

BVPATJ LEBONG! 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan 
efisiensi ~nyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, 
perlu dilakukan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang 
seco.ra operasional tidak efosien dnlam penydenggura an 
proses belajar mengajar; 

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan 
penggabungan Sekolah Dasar Negcri sebagaimana dimahud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang 
Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di 
Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan 
01.ahraga Kabupaten Lebong; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provins! Bengk:ulu (Lembaran Ne.i;ara Republik Indonesia 
TallUn 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2828); ' 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasiona! (i..embarnn Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

3 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tent.lng 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang 
di .Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembamn Negara 

. . Republik Indonesia Nomor 4349); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
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5. Undang-Undang Nomor 2~ Tahwi 2014 tentaug 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubliR fndonesia 
Tahun 2014 'N'("lf'fl("'" "'>4'1 'rr, rrtht1h nn f.Pmhs:trs::-n NeP.J 1t"8 

R ·; iu: : .. 
beberapa kaJi teraJ<'.lllr dengan lJndang-Undang Nomor !i 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tohun 20 1'! !e~!~r::~ P~!ne!"'!!"!!!h~~ Dnerah 
(L : -nt:·,r~· t·· ·,:. • ·~ 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
567'9); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Stand&- Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
lndonesiaTahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(lernbaran Negara Republik l,ndonesia Tamm 200.8. Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4941); 

8. Peraturan ·Pemerintah Nomor 17 Tahun ·2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Rcpublik lnJon(;sia Tabun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah. dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tento.ng 
PengeJolean Oan Penyelenggaraan Pffididikao {Lembaran. 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157); 

9. Peraturao Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 
2007 tentang Stand'ar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah lbtidaiyah (SD/Ml), Sekolah Menengan 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah 
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

10. Peraturao Mentcri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
36 Tllhun 20'14' tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan 
Pemutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita 
Negara Republik Indonc,;i;; Taht:n 20! 4 Nomor 607); 

11. Peraturan Menteri Dalam .Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republil< Indonesia Taliun 20,15 Nomor 2036); 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor l Tahun 2008 
tentang Penataan Orran1sasi• Perangkat Daerah Kabupaten 

... '"' ... \ \' . " .,.. . . . ' . 
Kabu,pate11 i..t:1.,v .. ia . .................... -. ; • . J ._ ....... _ ... o - 1.,, .. ·· · 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 
2008. 

PBRATURA!f BUPATI TENTAJfG PBDOIIAK PBKGGABUROAlf 
:,:::KO:.AH T:. ~J.". 
PUDIDIKAN NAl:iiUn&. 
KABUPATBJI LBB01'0 

.,.. --..... ·• -

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud den~: 
l. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati <Ian Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3, Bupali adalah· Bup&ti Lebong. 
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lebo,ng. 

5 . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Lcbong. 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, yang selanj1.,1I1ya dising.<;,t 
UPrD adalah unit pelaksana teknis Dinas di Kecamatan di lingkungl.ln 
Pemerintah Daerah. 

7 . Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab 
dan wcwcnang eccara penuh oleh pcjab ... t yang bcrwenang untuk 
-rneJekseoaken pengaw.asan ekedernjk clan menaj~.rial pada satuan 

'-..· pendidikan. 
8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang 

tua/wali peserta didik, komunitas sekolah seru, tokoh masyarakat yang 
peduli pendidikan. 

9.. Dewan. PemHdikao adalab. lembagamandiri.yang heraoggo•.akan. berbagai. 
unsur masyarakat yang peduli pendidikan, 

10. Penggllbungan Sekolah Dasar Negeri adalah penyatuan terhadap 2 (dua) 
tembaga Sekolah Dasar Negeri atau tebih menjadi l fsai:u} tembaga 
Sekolah Dasar Nlegeri dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan. 

ll.., Tim. Peogg11buowio Sckolab Oas.a,: Negeri. adeleb Tim. Penggah11ngan. 
Sekolah Dailar Negeri yang dibentuk untuk melaksanakan pemetaan dan 
pendataan guna mendapatkan data pendukung terhadap rencana 
penggabungan Sekolah Dasar Negeri. 

12. Sekolah Dasar Negeri adalah sa1ah satu bentuk satuan pendidikan formal 
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar 
di lingkungan Dines. 
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Pual2 
MUi'cla dibentulmya Peraturan BUpAti !iii Malllh Unt'Ult fJiei'flbmltilft pedomaii 
clan kepaatian .hukum bagi aparatur Pcmerintah Daerah dalam rangka 
penggabungan Seko.lah Dasar Negeri di lingkungan !Dinas. 

Pual3 
1\.tjuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adaJah unruk mengoptimalkan 
penyelcngpra.an ~ndidikan Sekolah De.sar Negeri. 

BABm 
RUANO LlNGKUP 

Pual4 
Ruang lingkup Pcraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan 
penggabungan Sekolah Dasar Negeri y,,ng rneliputi persyaratan, mekanisme 
penggabungan, sarana dan prasarana, L"''"'l!"- pcu<.iiaik, kependiilikan, pcscrta 
didik, pembiayaan, clan wewenang. 

BAB IV 
PBRBYARATAJi DAIJ NBKAIIISNS. PENGOABUJiGAH 

SBKOLAB DASAR KEGBRI 
P11sal 5 

(1) Persyaratan penggabungan Sekolah Di.<sar Negcri adalah: 
a. jumlah peserta. didik kurang dari 60 (enam puluh) &awa; 
b. lokasi sekolah dalam satu halaman dan/ a tau jarak kurang dari 200 (dua 

ratus) meter. 

(2) Adanya dua satuan pendidikan dan/atau Jebih yang sehaJaman terjadi 
lronllik penerimaan peserta didik baru dan/atau untuk piloting projek 
satuan pendidikan. 

(3) Daerah yang sulit dijangkau dan/ atau satu-satunya 
Sekolah Dasar Negeri yang ada di desa L.idak dilakukan penggabungan. 

Pual6 
(I) Mekanisme penggabungan Sekolah Da,.tr Negeri: 

a. UPrD menganalisa tingkat kelayakan Sekolah Dasar Negeri; 
b. basil aoalisia sebagairneoa diroaksud pada huruf a diJcoonlinasika 

dengan Kepala Sekolah, Kornite Sekolah, Kepala Desa/Lurah, dan 
Camat; 

c. UPTD mengusulkan penggabungan Sekolah Dasar Negeri kepada 
Kepala Dines; 

d. Kepala Dines menugaskan Tim untuk melakukan klarifikasi; 
e. Tim melaporkan hasil kla.rifikasi k\:pada K<:pala Dinas; 
f. Kepala Dines mengusulkan penggabungan Sekolah Dasar Negeri 

kepada Bupati; · 
dan 

g. Bupati roenerbitkan keputusan tentang' penggabungan Sekolah Dasar 
Negeri. 

{2) Tim sebagirnana: dimaksud pada ayat (1) huruf d dibenruk oleh Kepala 
Dinas den terdiri dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bidang 
Perenca'i'aan, Kasi Kurikulum Sekolah Dasar, Kepala UPTD, dan 
Koordiruj.tor Pengawas Sekolah. 
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{3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf e dilampiri~ 

a . analisa tingka,t 1<$..yakan; 
b. usubn r<·~cm:--· :fn"' ~...,, .. _. :;..,:• -1 ,., . .. ....... . , 1• · •• .. ,...,-;~ikt n; 
~- .n.:nC4&J.1~ j,>i.!Jl~c:.a.L,w,6......, , """"'-... ••·· · ·- ···· ·· · · · · .. u - · · , 

d. rencana penggunaan clan pemanfaatan aset . 

.. ·- ... , 

l'aSM7 
(l)Tanah, bangunan dan ser-nJr:t ~' "" .... , . ... ,,., J, , . ,,, •·l i nt~:i:tnv•-. m,.,.n!:1rli ::if.::,..f 

• ' • A • •••~• -' • • '-u""£ ~ " •• • • • >O • 

digabungi. 

(2) Sarana clan prasarana Sekolah Dasar Negeri yang digabung 5<;lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan denpn memperhatikan 
usulan sebagaimana c:limaksud clalam Pasal 6 ayat {3) huruf d. 

Put!& 
{l) Pengalihan aset dan pemanfaatan atas tanah, bangunan, sarana. clan 

prasarana sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (!) dan ayat (2) d,atur 
lebih lanjut oleh Dinas. 

(2) Pengalihan aset Sekolah Dasar Negeri .yang digabung selain sebagaimana 
dimaksud pada ayat {l) dimanfaatkan dellgan memperhatikan usulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (3) huruf d. 

BAB VI 
TJtlfAOA PElfDIDIK, KEPJtNDIDIKAlf 

DAN PESER'l'A nror;;: 
Pual9 

(1) Tenaga pendidik dan kependidikan dari Sekolah Dasar Negeri yang 
digabung akan d itempatkan untuk mengisi satuan pendidikan yang 
kekurangan tenaga. 

(2) Pe.mimP.a~ t.enaga p.e.mlidik dan 11:e.pe.ndidikan s.e.bagaunana d\mak$.ud 
pada ayat (!) akan diatur oleh Dinas. 

(3) Dinas akan mengatur penempatan ~ebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sesuai usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). 

Paaal 10 
( 1) PeBerta didilc Sekolah DaSllr Negeri yang digabung dimutasikan ke Sekolah 

Dasar Negeri yang digabungi. 

(2) Peserta didik yang dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaksanakan scsuai prosedur yang bcrla ku. 

(3) Prosedur yang d.imaksud ayat (2) yaitu: 
a. berita acara mutasi; 
b. penyerahan dokumen peserta didik; dan 
c. penandatanganan berita acara mutasi, 

BABVII 
JIEMBIAYAAN 

Pua! 11 
(1) Se~ala biaya yan~ dibutuhkan dalam ran~ pen~abun~an SD dapat 

bersumber dari : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBO); dan/ atau 
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

(2) Pengelolaan b~a sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 



BABVDI 
WEWE.rtAIIG 

Pual 12 
(1) Bupati berwenang melakukan penggabungan Sekolah Oasar Negeri. 
(2) Penggabungan Sekolah Oasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan usulan Kepala Oinas. 

BABIX 

KETENTUAII PENUTUP 
Pua113 

Hal-ha! yang belum diatur dalam Pe,:aturan Bupe.ti ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Oinas. 

Pual 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Lebong. 

Oitetapkan di Tubei 
pada tanggal /.i OM4er, i6 

Diundangkan di Tubel 
pad.a tanggal /fJ (}K{c/Jtr 2016 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPr.BONG 

MIRLiF:ENDI 

hUPATI LEBON;~ ~ 

H.ROSJONSYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR ........ ....... . 

PEMERINTAH KABUPAirn LEBONG 
;w111 ~!!V!III nAll VtO IA~'"! r.:q:~ l ... ,..,,r,;l llvi\ ,.O, ~ !l f1. 11v ,.;i'i .. n., ii .... ~ .. , 

PEfffLAAH PROOUK HUKUM 
KA8U?AlEN LEBOtlG 


